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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalakan informasi dalam 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi 

para pemakai. Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai 

berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan; (2) andal; (3) 

dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11) 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat 

penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK 

memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan 

secara wajar dan berkualitas. 

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi adalah karakteristik dasar atau kemampuan sumber daya 

manusia dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja 

superior dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
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kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. 

Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang 

diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi 

yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, sukses 

perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM. 

Kompetensi menurut Internasional Federation of Accountants (2014) 

dalam IAESB: Handbook of International Education Pronouncements 

menyatakan bahwa: 

“Competence is defined as the ability to perform a work role to a defined 

standard with reference to working environments. To demonstrate 

competence in a role, a professional accountant must prossess the 

necessary (a) profesional knowledge, (b) professional skill, and (c) 

professional value, ethics, and attitudes”.(p.11) 

 

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran 

pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada 

lingkungan kerja. Untuk menunjukan kompetensi sesuai dengan perannya, 

seorang akuntan  profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang 

diperlukan, (b) keterampilan profesional, dan (c) nilai, etika, dan sikap 

profesional. 

Definisi kompetensi berdasarkan Peraturan Kepala  Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

“karakteristik dan kemampuan kerja yang mencangkup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi 

jabatan”. 



16 
  

  

Definisi kompetensi berdasarkan Badan Kepegaian Negara (2003) dalam 

Sudarmanto (2015:49) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut: 

“kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil 

yang berupa Pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri 

Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara Profesional, efektif, dan 

efisien.” 

 

Menurut Spencer & Spencer yang dikutip Moeheriono (2014:5) 

mengartikan Kompetensi sebagai: 

“A competency is an underlying characteristic of an individual that is 

causually related to criteriam referenced effective and or superior 

performance in a job or situation.” 

“Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang 

bekaitan dengan efektivitas kinerja individual dalam pekerjaanya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab 

akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima 

atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.” 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa 

pekerjaan, pengetahuan (pendidikan, keterampilan dan pengalaman) sehingga 

seseorang tersebut dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan 

efisien. 

 

2.1.1.1 Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Schultz dalam Moeheriono (2014:296) menjelaskan bahwa peningkatan 

kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, atau energi 

saja atau sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan (knowladge) dari 

para karyawannya. 
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Pengertian sumber daya manusia dikemukakan oleh Sutrisno (2010:3) 

adalah sebagai berikut: 

“Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, 

daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut 

berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.” 

 

Pengertian sumber daya manusia dikemukakan oleh Matindas (2013:89) 

adalah sebagai berikut: 

“Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga  manusia yang dalam 

organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan 

yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia dipandang sebagai 

suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan latar belakang 

pendidikan yang diperolah pegawai.” 

 

Menurut Sedarmayanti (2016:11) menyatakan bahwa sumber daya 

manusia merupakan: 

“kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari 

kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk 

melaksanakn suatu kegiata, (bersifat teknis dan manajerial). Kemampuan 

yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama.” 

 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia 

merupakan kemampuan potensi yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

 

2.1.1.2 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Menurut Boyatzis dalam Sudarmanto (2015:51) terdapat 5 (lima) 

komponen kompetensi terdiri dari: 

1. “Motive (dorongan); perhatian berulang terhadap pernyataan tujuan, atau 

kondisi, yang muncul dalam bayangan yang mendorong, memerintahkan 

atau menyeleksi perilaku individu. 
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2. Traits (ciri, sifat, karakter pembawaan) merupakan pemikiran-pemikiran 

dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan katagori umum dari 

kejadian-kejadian. 

 

3. Self image (cintra diri), merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan 

evaluasi terhadap citranya tersebut. 

 

4. Social role (peran sosial), merupakan persepsi orang terhadap seperangkat 

norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh kelompok sosial 

atau organisasi yang dimilikinya. 

 

5. Skills (keterampilan), merupakan kemampuan yang menunjukan sistem 

atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan 

pencapaian tujuan kinerja.” 

 

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2015:53) terdapat 5 

(lima) komponen kompetensi, adalah sebagai berikut:  

1. “Motives (motif) adalah sesuatu yang secara konsisten difikirkan atau 

dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakan, 

mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan dan tujuan 

tertentu dan menjauh dari yang lain. 

 

2. Traits (sifat), adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respon-respon 

konsisten terhadap situasi atau informasi. 

 

3. Self-concept (konsep diri), adalah sikap,  nilai, dan citra diri seseorang. 

 

4. Knowledge (pengetahuan), adalah pengetahuan atau informasi yang 

dimiliki seseorang dalam bidang spesifik tertentu.  

 

5. Skill (keterampilan), adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik 

tertentu atau tugas mental tertentu. 

 

 

Menurut Spencer&Spencer yang dikutip oleh Sudarmanto (2015:53), 

mengatakan bahwa keterampilan dan pengetahuan sifatnya dapat dilihat (visible) 

dan mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber 

daya manusia. Sedangkan citra diri, watak, motif sifatnya tidak tampak (hidden) 
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dan lebih sulit untuk dikembangkan melalui program pengembangan dan 

pelatihan sumber daya manusia.  

Komponen dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku menurut 

Intrenational Federation of accountants (2014) dalam IAESB: Handbook of 

International Education Pronouncement menyatakan bahwa: 

“The content of profesional accounting education should consist of : 

1. Accounting finance and related knowledge: 

2. Organizational and business knowledge; dan 

3. Information technology knowledge and competences. (p.37) 

The skills professional accountants require are grouped under five main 

headings: 

1. Intellectual skill; 

2. Technical and functional skills; 

3. Personal skills; 

4. Interpersonal and communication skills;and 

5. Organizational and bisiness management skill. (p45) 

The coverage of  valuaes and attitudes in education programs for 

professioal accounting should lead to a commitment to: 

1. The public interest and sensitivity and to social responsibilities; 

2. Continual improvement and lifelong learning; 

3. Realibility, responsibility, timeliness, courtesy and respect; and 

4. Laws and regulational”. (p.52) 

 

Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir 

sebab-akibat yang menunjukan bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan 

kompetensi pengetahuan yang kemudian memperkirakan kinerja kompetensi 

mencakup niat, tindakan dan hasil akhir. Misalnya, motivasi untuk berprestasi, 

keinginan kuat untuk berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku dan 

untuk mencapai hasil yang maksimal, menunjukan kemungkinan adanya perilaku 

kewiraswastaan, penentuan tujuan, bertanggung jawab atas hasil akhir dan 

pengambilan resiko yang diperhitungkan. 
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Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi dan 

pengertian kompetensi ini dapat kita padukan dengan keterampilan dasar (soft 

skill), keterampuilan baku (hard skill). Keterampilan sosial (social skill), dan 

keterampilan mental (mental skill). Keterampilan baku (hard skill) mencerminkan 

pengetahuan dan keterampilan fisik SDM; keterampilan dasar (sof skill) 

menunjukan instuisi dan kepekaan SDM; keterampilan sosial (sosial skill) 

menunjukan kemampuan dalam hubungan sosial SDM; keterampilan mental 

(mental skill) menunjukan ketahanan mental SDM. 

 

2.1.1.3 Tipe Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia 

dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, 

dan beberapa tipe kompetensi tersebut wibowo (2007:91) adalah sebagai berikut: 

1. “Planning Competency, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti 

menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan 

untuk mencapai tujuan. 

 

2. Influence Competency, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai 

dampak pada orang lain, memaksa melakukan tidakan tertentu atau 

membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju 

tujuan organisasional. 

 

3. Communication Competency, dalam bentuk kemampuan berbicara, 

mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal. 

 

4. Interpersonal Competency, meliputi empati, pembangunan konsensus, 

networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, 

menghargai orang lain, dan menjadi team player 

 

5. Thinking Competency, berkenaan dengan berfikir stategis, berfikir analitis, 

berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, 

mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif. 
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6. Organizational Competency, meliputi kemampuan merencanakan 

pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, 

mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan. 

 

7. Human Resources Management Competency, merupakan kemampuan 

dalam bidang team building, mengdorong partisipasi, mengembangkan 

bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman. 

 

8. Leadership Competency, merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan 

dalam memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola 

transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, 

menguasai perubahan dan mempelopori kesehatan tempat kerja. 

 

9. Client Service Competency, merupakan kompetensi yang berupa 

pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan 

pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut degan pelanggan, 

membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas. 

 

10. Business Competency, merupakan kompetensi yang meliputi manajemen 

finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam 

sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan 

membangkitakan pendapatan. 

 

11. Self Manajemen Competency, kompetensi yang berkaitan dengan menjadi 

motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelolapembelajaran 

sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas,dan berinisiatif. 

 

12. Technical/Operasional Competency, kompetensi yang berkaitan dengan: 

mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknoogi komputer, 

menggunakan peralatan lain, mendemondtrasikan keahlian teknis dan 

profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.” 

 

 

2.1.1.4 Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka 

memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak 

kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap 

faktor-faktor determinan bagi kompetensi. Menurut Zwell dalam Sudarmanto 

(2015:54) terdapat tujuh determinan yang mempengaruhi atau membentuk 

kompetensi, yakni: 
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1. “Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu 

sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang 

memilikinilai dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inofatif cenderung 

tidak berfikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan 

menantang bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah. 

Maka demikian, hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama, 

karena nilai dan kepercayaan seringkali telah menjadi karakter, 

pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh 

besar terhadap kepercayaan dan nilai, dan budaya perusahaan memiliki 

dampak signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar 

pada budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan 

kepercayaan seseorang. 

 

2. Keahlian/keterampilan. Aspek ini memegang peran sangat penting dalam 

membentuk kompetensi. Sebagai contoh, publik speaking adalah 

keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikan, dan diperbaiki. Keahlian 

menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan, dan umpan balik. 

Dengan memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, 

seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi 

komunikasinya. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan 

dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan dan 

kompetensi individu. 

 

3. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk 

penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang dengan 

jumlah pengalaman tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi 

yang kompleks akan berbeda penguasaan kompetensi manajerialnya 

dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman. 

Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri orang 

akan menjadikan seseorang memiliki kompetensi yang tidak disadari 

dalam dirinya, atau akan terbentukdalam sikap dan perilaku seseorang. 

 

4. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut 

berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam 

manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat pemarah 

akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat penyabar. Kompetensi 

membangun hubungan dan komunikasi dengan tim kerja dari orang yang 

memiliki sifat introvert akan berbeda denganorang yang memiliki sifat 

Karakteristik kepribadian dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit. 

 

5. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan 

berpengaruh terhadap hasil yang capai. Motivasi merupakan faktor 

kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang 

cenderung dapat diubah. Dorongan, peenghargaan, pengakuan dan 

perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi 

seseorang. 
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6. Isu-isu Emosional. Hambatan dan blok-blok emosional seringkali dapat 

membatasi penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, 

perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berfikir negatif terhadap 

seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh 

terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada 

dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, 

terapi, dan mendorong seseorang agar mengatasi hambatan dan blok-blok 

tersebut. 

 

7. Kapasitas Intelektual.  Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh 

terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada 

kemampuan kognitif, seperti berfikir konseptual dan berfikir analitis. 

Perbedaan kemampuan berfikir konseptual dan berfikir analitis antara satu 

sama lain akan menbedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan 

keputusan, kompetensi perencanaan, dan lain sebagainya.” 

 

Dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kompetensi tersebut, 

ada faktor deteminan yang dapat dengan mudah diubah dan ada faktor determinan 

yang sulit diubah. Tabel berikut ini merupakan kompetensi yang dilihat dari 

tingkat perubahan atau perbaikan. Ada kompetensi yang mudah diperbaiki, 

kompetensi agak sulit diperbaiki, dan kompetensi yang sukar diperbaiki. 

Tabel 2.1 

Tingkat Perbaikan Kompetensi 

 

Tingkat Perbaikan Kompetensi 

Mudah diperbaiki Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, 

keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, dll. 

Agak sulit 

diperbaiki 

Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian 

konflik, pemikiran strategis, pemikiran analisis, kecerdasan 

organisasional, dll. 

Sulit diperbaiki Inisiatif,inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan 

tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas, dll. 

Sumber: Zwell dalam Sudarmanto (2015:57) 
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2.1.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah 

menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

pengertian tersebut bila dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah 

yang terdapat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 

sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan daerah. 

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin 

dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

daerah yang berkuaitas. 

 

2.1.2.1 Definisi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang 

diperlukan untuk mengambil keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor 

ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah 

yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan 

dana, transaksi ekonomi yang makin besar dan beragam. 
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Menurut Halim (2007) dalam Dwi&Mahfud (2015:7) yang dimaksud 

dengan akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut : 

“Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi 

keuangan dari entitas pemda dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal”.  

 

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menerangkan bahwa sistem 

akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

“Sistem akuntansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai serangkaian 

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, 

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi komputer”. 

 

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, 

penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APDB)”. 

 

Menurut Mahmudi (2016:19) yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem 

tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat,peraturan yang harus 

diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, 

kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan 

untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah.” 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi 

keuangan daerah merupakan serangkaian proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang saling berhubungan 
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yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk 

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan dalam rangka 

pelaksanaan APBD yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern 

pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.  

 

2.1.2.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

Menurut Mahmudi (2016:22) Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan 

daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam 

melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat 

di pemerintah daerah meliputi: 

1. “Sistem dan prosedur penerimaan kas 

2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas 

3. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas 

4. Sistem dan prosedur akuntansi aset.” 

 

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat 

Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. 

Penjelasan dari prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah menurut 

Abdul Halim (2013:84) menyatakan bahwa: 

1. “Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik 

manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan pengikhtisaran atas 

transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan 
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penerimaan kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) 

yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas: 

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKP-Daerah) 

b. Surat Tanda Setora (STS) 

c. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan 

daerah 

d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang 

menunjukan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum 

daerah 

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik 

manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran, atas 

transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan 

pengeluaran kas. 

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan 

pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas: 

a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat 

yang menunjukan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi. 

b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat 

oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan 
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dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa 

bendahara umum daerah. 

c. Kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan 

dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. 

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang 

diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendara umum daerah 

untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk. 

e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer 

pengeluaran daerah. 

f. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang 

menunjukan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum 

daerah. 

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas 

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual 

atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi 

dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi 

dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selian kas meliputi 

transaksi atau kejadian sebagai berikut: 

 Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) 

merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme 

uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan. 
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 Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan 

pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di-posting ke 

buku besar. 

 Penerimaan/pemberian hibah selain kas merupakan 

penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan 

pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi 

pemerintah daerah. 

 Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/asset 

tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang. 

 Return pembelian kredit  merupakan pengembalian barang/asset tetap 

yang telah dibeli secara kredit. 

 Pemindah-tanganan atas asset tetap/barang milik daerah tanpa 

konsekuensi kas merupakan pemindah-tanganan asset tetap pada pihak 

ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. 

 Penerimaan asset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas 

merupakan perolehan asset tetap akibat adanya tukar menukar 

(ruilslaag) dengan pihak ketiga. 

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain kas, terdiri 

atas: 

a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); 

dan/atau 

b. Berita acara penerimaan barang; dan/atau 

c. Surat keputusan penghapusan barang; dan/atau 
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d. Surat pengiriman barang; dan/atau 

e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD); dan/atau 

f. Berita acara pemusnahan barang; dan/atau 

g. Berita acara serah terima barang. 

4. Prosedur Akuntansi Aset 

Prosedur Akuntansi Aset meliputi serangkaian proses, baik manual 

maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi 

atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabitasi, penghapusan, pemindah-

tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang 

dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat 

pengendalian dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan. 

Dokumen yang digunakan: 

a. Berita acara penerimaan barang: dan/atau 

b. Berita acara serah terima barang: dan/atau 

c. Berita acara penyelesaian pekerjaan”. 

 

2.1.2.3 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Kebijakan akuntansi dalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturran-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas 

pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, 

dan arus kas. Oleh kerena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus 

diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan didalam perlakuan, 
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pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis 

akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh 

perubahan kebijakan akuntansi. 

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila 

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan 

perundangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila 

diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih 

andal dalam penyajikan laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi 

tidak mencangkup hal-hal sebagai berikut: 

1. Adopsi suatu kejadian akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara 

substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. 

2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang 

sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu 

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai 

dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan 

sehubungan dengan evaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya 

harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Kebijakan dari Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: 

1. “Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 

Pengakuan dalam proses akuntansi adalah penetapan terpenuhinya kriteria 

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga 

akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dan 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada 

laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam 
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pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang 

terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang 

perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: 

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan 

dengan kejadian atau peristiwa tersebutakan mengalir atau keluar dari 

atau masuk kedalam entitas pemerintah yang bersangkutan; 

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 

Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi 

kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas. 

 

2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran 

kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 

memperoleh aset tersebut. 

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukardari 

kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kasyang diharapkan akan 

dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos 

laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang 

menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs 

tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan mata uang Rupiah. 

 

3. Pengungkapan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Informasi yang digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka(on the face) laporan 

keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum 

diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti: 

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi suatu entitas 

beroperasi; 

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan 

c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 

 

 

2.1.2.4 Lingkungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Salah satu tujuan dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah 

menjadikan informasi laporan keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat 

sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang andal, dapat dipertanggung 
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jawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan 

masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak ektern 

pemerintah daerah untuk masa yang akan datang 

Menurut Abdul Halim (2007:30) menyebutkan bahwa pihak-pihak 

eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah 

secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut Stakeholdersn yang 

meliputi: 

 “a.   DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) 

b. BPK (Badan Pengelolaan Keuangan) 

c. Investor, Kreditor, dan Donatur 

d. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Daerah 

e. Rakyat 

f. Pemerintah Pusat 

g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinis)”. 

 

Adapun pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan 

terhadap Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut: 

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) 

Adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemeirntah Daerah 

untuk mengelola keuangan daerah. 

b. BPK (Badan Pengelolaan Keuangan) 

Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk 

kedalam badan ini adalah: Inspektorat Jendral dan Badan Pengawasan 

Keuangan (BPK) 
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c. Investo, Kreditor, dan Donator 

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun 

lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan 

sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah. 

d. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah daerah 

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atau aktivitas yang 

dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: Lembaga Pendidikan (termasuk 

perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuan, peneliti, konsultan, 

LSM dan lain-lain. 

e. Rakyat 

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang perhatian kepada 

aktivitas pemerintah yang khususnya yang menerima pelayanan 

Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari 

Pemerintah Daerah. 

f. Pemerintah Pusat 

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan Pemerintah Daerah 

untuk menilai Pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil 

pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000) 

g. Pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) 

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya 

dalam hal melakukan pinjaman. 
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2.1.2.5 Tahap-tahap Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

(SAKD) 

Menurut Abdul Halim (2007:15) bahwa pengembangan sistem akuntansi 

pemerintah membutuhkan waktu yang relative lama. Terlebih lagi pengembangan 

sistem ini dimulai bersama dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan daearh, 

baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, 

termasuk manajemen kas daerah. Oleh karena itu pengembangan sistem ini 

tersebut dapat dijelaskan secara simultan. Dalam Departemen Keuangan, tahapan-

tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah meliputi: 

1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi 

permasalahan serta tujuan pengembagan akuntansi 

2. Pemilihan sistem, meliputi kejadian studi kelayakan dari berbagai aspek 

atas berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat 

bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. 

3. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem dan 

prosedut akuntansi (berikut softwer), pengadaan hardware dan prasarana 

penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggung jawab 

sistem akuntansi, penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan SDM yang 

kompeten di bidang akuntansi. 

4. Implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah 

dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya digunakan 

sistem parallel. Sistem keuangan daerah yang sekaranng tetap berjalan 

lanacar, maka sistem yang lama ditinggalkan. 
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2.1.2.6 Basis Akuntansi dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Mahmudi (2016:64) menyatakan bahwa ada beberapa macam 

dasar akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. “Basis Kas (Cash Basis) 

Basis kas (Cash Basis), menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan 

transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut 

menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum 

menimbulkan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. 

 

2. Basis Akrual (Accrual Basis) 

Basis Akrual (Accrual Basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi 

(dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). 

Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam 

catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode 

terjadinya. 

 

3. Basis Kas Modifikasi (modified Cash Basis) 

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan Akuntansi) 

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa : 

a. Basis atau dasar Kas Modifikasi merupakan kombinasi dasar akrual. 

b. Transaksi penerimaan Kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat 

atau dijual) pada saat utang diterima atau dibayar (dasar kas).  

Pada ahir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan 

kejadian dalam periode berjallan dimaksud belum terealisir. Jadi, 

penerapan basis akuntansi ini menuntut Satuan Pemegang Kas mencatat 

transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan 

penyesuaian pada ahir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. 

 

4. Basis Akrual Modifikasi (Modified Acrual Basis) 

Basis Akrual Modifikasi (Modified Acrual Basis) mencatat transaksi 

dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan 

menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan 

penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.” 

 

2.1.2.7 Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu sehingga akuntansi memiliki 

lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang 

berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Apabila pokok bahasan yang dikaji 
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adalah entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi 

Akuntansi Komersial, Akuntansi Pemerintah (Sektor Publik) dan Sosial. Dilain 

pihak apabila pokok bahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, 

maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. 

Dalam sistematika ilmu akuntansi, dalam klasifikasi pertama kedudukan akuntansi 

keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi 

pemerintah. Sedangkan dalam klasifilaksi kedua, akuntansi daerah tergolong 

dalam akuntansi keuangan. 

Dalam akuntansi pemerintahan (Sektor Publik) data akuntansi digunakan 

untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan 

pemerintah (sektor publik) kepada pihak eksekutif, legislative, yudikatif, dan 

masyarakat (publik). 

 

Gambar 2.1 

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah 
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2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang 

telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang 

memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur financial yang 

merupakan cerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan berbagai penjelasannya mangakui 

laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan 

keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan 

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah asersi dari 

pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan 

atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap pertaturan perundang-undangan. 

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang 

mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan 

keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus 

mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik 

kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. 
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Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang 

disajikan dalam laporan keungan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi 

kebutuhann pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan 

keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. 

 

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam dalam Susilawati (2014) 

mengemukakan bahwa: 

“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis 

kadar ketidak sesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. 

 

Menurut Indra Bastian (2010:9) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan.” 

 

Menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mendefinisikan laporan keuangan 

didefinisikan sebagai berikut: 

“laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu proses dari 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi 

(keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah 

yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan 

ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. 
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Menurut Mahmudi (2016:13) mendefinisikan laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

“informasi yang sajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat 

keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil 

bisa lebih berkualitas.” 

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan 

keuangan sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan”. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan 

informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk 

pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang 

diambil bisa lebih berkualitas. 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang 

terdiri dari: 

 Pemerintah pusat; 

 Pemerintah daerah; 
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 Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksudkan wajib menyajikan laporan keuangan. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan 

operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi suatu entitas pelaporan, dan menbantu menentukan ketaatannya terhadap 

undang-undang. 

 

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Mahmudi (2016:11) pemerintah daerah harus terus berupaya 

memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan 

pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:  

1. “Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan 

memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. 

Relevansi laporan keuangan terkait dengan: 

a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi 

(prediktive value), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan 

keuangan, dan kinerja di masa datang. 

b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja 

masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan 

keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (feedback value). 

c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (timeliness). Laporan 

keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau 

manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan. 
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2. Andal (Reliability). Artinya informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung 

unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri sebagai 

berikut: 

a. Disajikan secara jujur (faithfulness of presentation), yaitu laporan 

keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi 

laporan keuangan. 

b. Dapat diverifikasi (verifiability), yaitu informasi dalam laporan 

keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan 

keuangan. 

c. Netral dalam penyajian (neutrality), yaitu penyajian laporan keuangan 

tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok 

tertentu. 

3. Dapat dibandingkan (comparability), artinya laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai berbandingan kinerja masa lalu atau perbandingan 

kinerja organisasi lain yang sejenis. 

4. Dapat dipahami (understandability), artinya laporan keuangan harus 

memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh 

pihak-pihak pengguna laporan keuangan.” 

Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

1. “Relevan  

Laporan keuangan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya 

dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa 

depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat 

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

 

2. Andal 

Informasi laporan keuangan bebas dari laporan keuangan yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat 

atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

 

3. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan peride sebelumnya atau 
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laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dapat dilakukan secara internal dan ekstenal. Perbandingan secara internall 

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan 

bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang 

lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oelh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna asumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan yang dilakukan operasi 

entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari 

informasi yang dimaksud.” 

 

2.1.3.3 Peranan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan 

untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 

melaksanakan kegiatan operasinal pemerintah, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi pemerintah (SAP) setiap entitas pelaporan mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang 

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu 

periode pelaporan untuk kepentingan: 
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1. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

2. Manajemen  

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaaan gegiatan 

suatu entitas pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3. Transparasi  

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. 

4. Keseimbangan Antar-Generasi (intergenerational Equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan 

akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 
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5. Evaluasi Kinerja 

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan 

sumebr daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja 

yang direncanakan. 

 

 

2.1.3.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut International Federation of 

Accounting Public Sector Committee (IFAC PSC) dalam Mahmudi, (2016:5) 

adalah untuk menunjukan akuntabilitas pemerintah atau unit kerja pemerintah 

terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, 

serta memberikan informasi yang berguna untukpengambilan keputusan dengan 

cara: 

1. Mengidentifikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan ketentuan anggaran. 

2. Mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan sesuai 

dengan peraturan hukun dan peraturan kontrak, termasuk batasan finansial 

yang ditetapkan dengan persetujuan dewan legislatif. 

3. Memberikan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya finansial. 

4. Memberikan informasi mengenai bagaimanakah pemerintah atau unit 

organisasi membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya. 
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5. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kemampuan 

pemerintah atau unit organisasi untuk membiayai aktivitas dan memenuhi 

kewajiban serta komitmennya. 

6. Memberikan informasi mengenai kondisi finansial pemerintah atau unit 

organisasi serta perubahan-perubahan yang terjadi. 

7. Memberikan informasi aggregat yang bermanfaat untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah atau unit organisasi dalam hal biaya layanan, efisiensi, 

dan prestasinya. 

 

2.1.3.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tetang Standar 

Akuntansi Pemerintah dalam Dwi&Mahfud (2015:10), laporan keuangan pokok 

pemda terdiri atas: 

1. “Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

3. Neraca 

4. Laporan Operasional (LO) 

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

6. Laporan Arus Kas (LAK) 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”. 

 

Sementara penjelasan setiap komponen laporan keuangan pemda adalah 

sebagai berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Aanggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
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pusat/daerah, yang menggambarkan pebandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Unsur yang dicakup secara  langusng oleh Laporan Realisasi Anggaran 

terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiyaan. Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah. 

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

peloporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pembiyaan (financing) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran 

yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu 

dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam anggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 

pembiyaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. 
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Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada kepada entitas 

lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih atau pelpaoran dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

3. Neraca  

Nearaca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang 

dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Asset adalah sumber dana ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban adalah utang yang ditimbul dari peristiwa masa lalu yang 

menyelesaikannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. 
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c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara asset dan kewajiban pemerintah. 

4. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas yang penggunaannya dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu 

periode pelaporan. 

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasioanl terdiri 

dari pendapatan-LO, baban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 

niali kekayaan bersih. 

b. Beban adalah kewjiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. 

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa 

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada 

diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 
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5. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas 

operasi, investasi, pendanaan dantransitoris yang menggambarkan saldo 

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas penerimaan 

pusat/daerah selama periode tertentu. 

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan 

pengeluaran kas, yang amsing-masing dapat dijalaskan sebagai berikut: 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran yang keluar dari Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan 

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuanngan juga mencangkup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah serta unkapan-
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ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan 

mengungkapkan/menyajikan/menyadiakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan 

Ekuitas Akuntansi; 

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi 

makro; 

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun 

pelaporan berikut kebdala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

dalam lembar muka laporan keuangan; 

f. Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk menyajikan yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laoran keuangan. 

 

2.1.3.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan system akuntansi keuangan 

daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dikutip 

dari beberapa sumber. Penelitian yang relevansi dengan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut. 
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Table 2.2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Dewi Andini 

danYusrawat

i Jurnal 

Ekonomi, 

Manajemen 

dan 

Akuntansi I, 

No. 1, Tahun 

2015 Skripsi 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Daerah Pada 

SKPD 

Kabupaten 

Empat 

Lawang 

Sumatra 

Selatan 

Variabel 

Independen: 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

 

Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Daerah 

Kompetensi 

sumber daya 

manusia dan 

penerapan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas laporan 

keuangan. 

Koefisien 

determinasi 

menunjukan 

besarnya 

pengaruh 

kompetensi 

sumber daya 

manusia dan 

penerapan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah 

terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

sebesar 57,1%. 

 Tahun 

penelitian . 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

pada SKPD 

Kabupaten 

Empat 

Lawang 

Sumatra 

Selatan.  

 Dimensi 

variable 

independen 

dalam 

penelitian.  

 Variable 

independen 

dan variable 

dependen 

yang 

dilakukan 

oleh peneliti 

dan penulis 

sama. 

 Membagika

n kuesioner 

dengan 

tertutup. 

 

2. Liza Rahayu 

& Yunieta 

Anisma 

(2014) Vol. 

1 Nomor. 2 

Oktober 

2014 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah, dan 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Variabe 

lndependen:  

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah, 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

 

Variabel 

Dependen:  

Kualitas 

Laporan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah, dan 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

memiliki efek 

positif yang 

signifikan 

terhadap 

Kualitas 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

pada SKPD 

Provinsi 

Riau . 

 Perbedaan 

terdapat 

pada 

variable 

independen  

peneliti 

manguji 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah. 

  Variable 

dependen 

yang 

digunakan 

peneliti dan 

pelulis sama 

yaitu 

Kualitas  

Laporan 

Keuangan 

Daerah. 

 

 Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama yaitu 
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Daerah Pada 

Pemerntah 

Provinsi Riau 

Keuangan 

Daerah 

 

Laporan 

Keuangan 

Daerah.  sebesar 

86,80%. 

data primer 

melalui 

metode 

survey 

dengan 

kuesioner. 

3. As Syifa 

Nurillah, Dul 

Muid (2014) 

Journal 

Accounting. 

Volume 3 

No. 2 

 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

(SAKD), 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, 

dan sistem 

pengendalian 

intern 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

Variabel 

Independen: 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

(SAKD), 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, 

Sistem 

Pengendalian 

Intern. 

 

Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

 

Kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

penerapan 

sistem akuntansi 

keuangan 

daerah, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, dan 

sistem 

pengendalian 

internal 

pemeritah 

memiliki efek 

positif yang 

signifikan 

terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah sebesar 

45,3%. 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

pada SKPD 

Kota 

Depok. 

 Perbedaan 

pada 

variable 

independen 

penulis 

tidak 

menggunak

an 

pemanfaata

n teknologi 

infomasi 

dan sistem 

pengendali

an intern.  

 Variable 

dependen 

yang 

digunakan 

peneliti 

dengan 

penulis sama 

yaitu kualita 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

 Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama yaitu 

data primer 

melalui 

metode 

survey 

dengan 

kuesioner. 

4. Luh Kadek 

Sri 

Megawati, 

Ni Luh Gede 

Erni 

Sulindawati, 

jurnal 

akuntansi, 

Volume, 3, 

No. 1, Tahun 

2015 

Pengaruh 

penerapan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

pemerintah 

daerah, 

kompetensi 

sumber daya 

manusia dan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

Variabel 

Independen: 

Pengaruh 

penerapan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

pemerintah 

daerah, 

kompetensi 

sumber daya 

manusia dan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

 

Variabel 

Penerapan 

sistem akuntansi 

keuangan 

pemerintah 

daerah, 

kompetensi 

sumber daya 

manusia dan 

pengelolaan 

keuangan daerah  

memiliki efek 

positif yang 

signifikan 

terhadap  

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

 Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

di Tiga 

Dinas 

Kabupaten 

Buleleng. 

 

 Peneliti 

menggunka

n variable 

independen 

pengelolaa

n keuangan 

daerah 

 Variable 

dependen 

yang 

digunakan 

peneliti dan 

penulis sama 

yaitu 

kualitas 

laporan 

keuangan 

 Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama yaitu 

data primer 

melalui 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dewi Andini dan Yusrawati (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)”. 

 Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan 

bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan di dalam penelitian. Dalam 

pemerintah 

daerah pada 

Kabupaten 

Buleleng. 

Dependen:  

Kualitas 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah pada 

Kabupaten 

Buleleng. 

daerah sebesar 

58,9%. 

metode 

survey 

dengan 

kuesioner. 

5. Tutun 

Hermawanto 

Botutihe 

Jurnal 

Ekonomi 

Vol; 1, No. 1 

Tahun 2013 

Skripsi 

Pengaruh 

penerapan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

pada 

Pemerintah 

Kota 

Gorontalo 

Variable 

Independen: 

Penerapan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

 

Variable 

Dependen: 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Penerapan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah kota 

Gorontalo. 

Koefisien 

determinasi 

menunjukan 

basarnya 

pengaruh 

penerapan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah 

terhadap 

kualitas laporan 

keuangan Kota 

Gorontalo 

sebesar 80,6%. 

 Tahun 

Penelitian 

 Peneliti 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

di 

Pemerintah 

Kota 

Gorontalo 

 Peneliti 

hanya 

menggunak

an variable 

independen 

yaitu 

penerapan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

 Variable 

dependen 

yang 

digunakan 

peneliti dan 

penulis sama 

yaitu 

kualitas 

laporan 

keuangan 
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penelitian ini terdapat tiga variable yang diteliti; variable independen (bebas) yaitu 

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan 

daearah dan untuk variable dependen (terikat) adalah kualitas laporan keuangan 

daerah. Peneliti melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan melalui perangkat 

kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dinas 

dengan unit analisis SDM/pegawai subagian keuangan/akuntansi disetiap dinas. 

Penentuan responden hanya pada 14SKPD dari 27SKPD yang ada di Kabupaten 

Empat Lawang.responden masing-masing diambil 3 pada setiap SKPD. Hasil 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah. 

Perbedaan yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu (Dewi Andini dan 

Yusrawati, 2015) yaitu pada tempat penelitian dimana penulis melakukan 

penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Subang 

dengan Perangkat Kuesioner tertutup. Penulis mengambil sampel sebanyak 44 

responden pada BPKD Kab. Subang dengan menggunakan rumus slovin. Dan 

dimensi penelitian pada variable independen berbeda.  

2.2 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang 

atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang 

berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan 
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keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan 

kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan organisasional 

dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan 

organisasional tentang pemerintah. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari 

penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya 

adalah sistem akuntansi. 

 

2.2.1 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, 

pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan 

masih bisa dihasilkan. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi 

membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk mendapatkan 

laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang 

melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. 

Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah, menurut Wahyono (2004:12) menyatakan bahwa: 

“Dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) 

disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan 

sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan 

tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang 

dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan 

keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian 

menyangkut sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau 

yang menghasilkan informasi tersebut, sehingga dituntut untuk memiliki 

tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki 

keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang 

akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat 

berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).” 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Liza 

Rahayu& Yuneita Anisma (2014), jika kompetensi sumber daya manusia tidak 

sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut 

menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang 

pendidikan akuntansi. 

2.2.2 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari 

sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan 

secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa pemerintah menyusun 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di atur dengan peraturan 

Gubernur/Walikota/Bupati yang mengacu pada pedoman umum yang diatur 

dengan Peraturan Mentri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mentri Dalam 

Negeri. Oleh karena itu saat ini pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan 

Mentri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaa 

Keuangan Daerah yang memuat tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 
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Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas 

laporan keuangan menurut Mahmudi (2016:27) 

“Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin 

bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan 

masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus 

akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang 

berkualitas.” 

Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah, menurut Dwi Ratmono&Mahfud Sholihin 

(2015:76) menyatakan bahwa: 

“Dalam PP 71 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemda. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan 

yang mempunyai hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 

keuaangan pemda di Indonesia. Untuk dapat menyusun laporan keuangan 

yang sesuai dengan SAP maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pemda.” 

 

Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas 

laporan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2004:34) adalah sebagai berikut: 

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan 

dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang 

handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan 

yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang  relavan untuk pembuatan 

keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintaha daerah 

rata-rata masih lemah”. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh As Syifa dan 

Dul Muid (2014), pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang 

apibila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka 

sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. 
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2.2.3 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Pemerintah 

Daerah 

Dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten. Selain 

itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan oleh sebuah sistem akuntansi 

pemerintah daerah yang handal, yang dikerjakan baik secara manual maupun 

menggunakan aplikasi komputer. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan 

bahwa:  

“Mudah dipahami merupakan salah satu indikator berkualitasnya LKPD. 

Mudah dipahami disini merupakan sumber daya manusia yang 

manghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk 

memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak 

memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan 

dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri 

sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.” 

Menurut Budiman dan Yasa Ramdhan (2015) menyatakan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah 

merupakan faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dan didukung oleh 

pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi 

karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan 

dapat dibandingkan. 
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Landasan Teori

Kompetensi Sumber Daya Manusia

 1. International Federation of Accountants

     (2014)

 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

     No.7 Tahun 2013

 3. Spencer & Spencer dim Sudarmanto

     (2015:46)

 4. Sutrisno (2010:3)

 5. Emilda Ihsanti (2014)

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

   1. Abdul Halim (2013:43)

   2. Mahmudi (2016:19)

   3. Erlina Rasdianto (2013:6)

   4. Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin (2015:7)

   5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

Kualitas Laporan Keuangan

     1. Indra Bastian (2010:9)

     2. Erlina Rasdianto (2013:21)

     3. PP RI No.71 Tahun 2010

     4. Mahmudi (2016:13)

     5. Imam Mulyana (2010:96)

Referensi

 1. Dewi Andini dan Yusrawati (2015)

 2. As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2012)

 3. Liza Rahayu dan Yuneita Anisma (2014)

 4. Tutun Hermawanto (2013)

 5. Luh Kadek Sri dan Ni Luh Gede (2015)

Data Penelitian

   1. Karyawan yang bekerja di bidang Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset

   2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

   3. Kuesioner dari 50 Responden

Premis

   1. Wahyono (2004:12)

   2. Liza Rahayu dan Yuneita Anisma (2014)

Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah

Hipotesis 1

Premis

   1. Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin (2015:76)

   2. Mahmudi (2016:27)

   3. Mardiasmo (2004:34)

   4. As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014)

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah

Hipotesis 2

Premis

   1. PP RI No. 71 Tahun 2010

   2. Budiman dan Yasa Ramdhan (2015)

   1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

   2. Penerapan Sistem Akuntansi

       Keuangan Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah

Hipotesis 3

Referensi

 1. Sugiyono (2015)

 2. Sunyoto (2013)

 3. Singgih Santoso (2012)

 4. Moch Nazir (2011)

Analisis Data

  1. Analisis Deskriptif

  2. Analisis Verifikatif

      a. Uji Asumsi Klasik

      b. Analisis Regresi Berganda

      c. Analisis Korelasi

  3. Uji Hipotesis

      a. Analisis Koefisien Determinasi

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori kerangka pemikiran yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang 

diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. 


